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Kepada Yth,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUU
KABUPATEN SAHGGAU

Kamitelah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor
507/KU.3.2-SPKI6'103/PPKPILKADAJXI/2024 tanggal 23 November 2024, untuk melakukan Perikatan
Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana
Kampanye lr. H. John Hendri, M.Si - Usman, S.Sos., M.Si untuk periode 20 September 2024 sampai
dengan 23 November 2O24 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye

diantaranya (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemihan Gubernur, Bupati dan Walikota (2) Peraturan KPU
No. 14 Tahun 2024lentang Dana Kampanye Pesefta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota.

lnfonnasi Hal Pokok
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guberilur, Bupati, dan l{alikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2O24lenlang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota lr. H,

John Hendri, it.Si - Usman, S.Sos., itl.Si, terdiri dari:
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana

Kampanye TRKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Sanggau;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh
penerimaan yang ciiterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sarnpai dengan 1 (satu) hari
sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Sanggau;dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPD[() adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) harisetelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemihan
Gubernur, Bupatl dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 tentang



Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan WakilWalikota, dan Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2A24Entang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernurdan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh lr. H. John Hendri, U.Si -
Usman, S.Sos., M.Si dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh lr. H.
John Hendri, Itl.Si - Usman, S.Sos., H.Si dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
2. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
3. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan Bersama oleh Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon

4, Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan
bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.

5. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Harisebelum masa Kampanye dimulai.

6. Padai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan
menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

7- Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar
pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota.

B. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KpU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakilbupati atau walikota dan wakilwalikota.

9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka
waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan
suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil
gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.

10. Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau 2) putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan,
RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KpU
KabupatenlKota untuk pemilihan bupatidan wakilbupati atau walikota dan wakilwalikota.

11. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan
pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KpU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupatidan WakilBupatiserta Walikota dan WakilWalikota.

12. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.

13' Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu
sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

14. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Harisetelah masa Kampanye berakhir.
15. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank

Umum.
16. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua)

Hari setelah masa Kampanye berakhir.
17. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:



a. RKDK;
b. Saldo awalatau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
c' Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
d. Catatan penerirnaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
e. NPWP masing-masing Pasangan Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

18. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh pasangan Calon.
19. Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK sampaidengan .l

(satu) Harisebelum waktu penyampaian LADK.
20. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK

dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian
LADK.

21. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

22. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka.

23. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KpU
melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara
hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.s9 waktu setempat.

24. Dalam halsalah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Harisebelum masa

Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari
sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling
lambal 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon penggantilbaru oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota.

25. Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian

LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

26. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota sesuaidengan tingkatannya, yang
dilengkapi dengan;

a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum periode

Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Par'tai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
j. SuratPernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
k. Bukti-bukti transaKsi penerimaan dan transaksi pengeluaran.



27. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KpU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi danlatau memperbaiki
Dokumen LADK Dimaksud Dengan Menggunakan Formulir Yang Tercantum Dalam Lampiran XIV
Peraturan KPU, Terdiri Atas:

a. Formulir I Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) perbaikan;
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum periode

Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
g. Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,
j. SuratPernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
k. Bukti-buktitransaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

28. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KpU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalui Sikadeka.

29. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk
fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang
disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

30. Pasangan Calon menyusun LPSDK memuat informasi:
a. RKDK;
b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
d. identitas penyumbang;
e. nomor pokok wajib pajak masing-rnasing pasangan Calon;
f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
g. surat pernyataan penyumbang.

31. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh pasangan Calon.
32. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam

Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul23.5g waktu setempat.
33, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LpSDK yang

diunggah melalui Sikadeka.
34' Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KpU

melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.

35. Dalam halsalah satu calon atau pasangan calon dengan kondisi:
a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK

disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KpU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka
LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru
oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KpU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

b. berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari
pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon penggantilbaru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakilwalikota.



36. Dalam halterdapat Pasangan calon yang ditetapkan berdasarkan:
a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian

LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

37. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,
yang dilengkapi dengan:

a. Formulir 1 Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye (LpsDK);
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (LPSDK);
d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
f. Surat Pernyataan Penyumbang dari perseorangan;

g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;dan
h. Bukti-bukti transaksi penerimaan.

38' Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KpU provinsi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KpU terdiri atas:

a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
b. Formulir 2Daflar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (LPSD10;
d. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
e. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai politik;
f. Surat Pernyataan Penyumbang dari perseorangan;

g. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
h. Bukti{ukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

39. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KpU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalui Sikadeka.

40. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupaten/kota dalam
bentuk fisik atau digital (soft filei, sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir
yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KpU
KabupatenlKota untuk pemilihan bupatidan wakilbupati atau walikota dan wakil walikota.

41. Pasangan Calon menyusun LPpDK yang memuat informasi:
a. RKDK;
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK
e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing pasangan Calon;
f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;dan
g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK;

42. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh pasangan Calon.
43. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah

penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.



ry
44. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Harisetelah masa Kampanye berakhir,

paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
45. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LppDK yang

diunggah melalui Sikadeka.
46. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KpU provinsi untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakit
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan
dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupatidan Wakil Bupatiatau Walikota, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

47. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LpSDK atau
LPSDK Perbaikan serta dilengkapi:
a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan pengeluaran Dana Kampanye (LppDK);
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum periode

Pembukuan Laporan Penerimaan Dan pengeluaran Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LppDK);
g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup; dan
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
j. Surat Pernyataan Penyumbang dari perseorangan;

k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

48. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KpU
Provinsi atau KPU KabupatenlKota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI
Peraturan KPU terdiri atas:
a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
d. Farmulir 4 Dafiar Persediaan Barang Dana Kampanye;
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum periode

Pembukuan Laporan Penerimaan Dan pengeluaran Dana Kampanye;
f. Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
g. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
h. Surat Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup; dan
i. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
j. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
k. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;dan
l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

49. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KpU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakii bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian
melalui Sikadeka"

50. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupaten/kota dalam
bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir
yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakilbupati atau walikota dan wakilwalikota.



51. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang
diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik danlatau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
b. sumbangan Pasangan Calon; danlatau
c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau

badan hukum swasta.
52. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau

badan hukum swasta.
53. Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
54. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat

informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
55. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan

akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
56. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor

rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
57. ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
58. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank. disertai dengan surat

pemyataan penyumbang.

59. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau
jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar
Penerimaan Sumbangan.

60. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calon/pengurusianggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.

61. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan
Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
pihak lain.

52. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan
sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan
penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana
Kampanye.

63. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk kegiatan kampanye.

64. Pasangan Calon mematuhiiumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa
yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksijual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihijumlah di bawah ini:
a. Rp 75.000.CI00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang

perseorangan; dan
b. Rp 750.000.000 {tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang

badan hukum swasta daniatau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon
55. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang

menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara

asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan

Iain.



66. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus
mematuhi ketentuan berikut:

a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
b. waiib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah

masa Kampanye berakhir;
d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah rnasa Kampanye
berakhir.

67. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
a. Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
b. Pembayaran hutang; dan
c. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

68. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum,
diperlakukan ketentuan sumbangan.

69. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, danlatau jasa dalam
pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi pasangan Calon
dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

70. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran
disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

77. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan
suara.

72. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, pasangan
Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

73. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan
yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang
pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KpU.

Keterbatasan Laporan
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang
pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh tr. H. John Hendri, M.Si - Usman,
S.Sos', [,l.Si. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya,
pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan
karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan
Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. pemeriksaan
kamijuga terbatas hanya pada dokumen danlatau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh lr.
H. John Handri, il.Si - Usman, S.Sos., [t.Si, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal
yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kamitidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan lr. H. John
Hendri, M.Si - Usman, S.Sos., Itl,Si terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan
Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan calon lr. H. John Hendri, m.si - usman, S.sos,, M.$i
lr. H. John Hendri, M.Si - Usman, S.Sos., M.Si bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana
Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebutjuga
mencakup penerupan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta
perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan taporan.
lr. H' John Hendri, M.Si - Usman, S.$os., M.Si juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye lr. H. John Hendri, M.Si - U3man, S.Sos., M.Si
tanggal 24 Nsvember 2fi24.



Tanggung Jawab Akuntan Publik
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan
keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami
lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan
Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas lnformasi Keuangan Historis"
yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi
ketentuan Standar Pengendalian Mutu "l dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan
independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga
mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam
mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam
melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2O24 Tenlang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota, kami melaksanakan perikatan iniselama 15 (lima belas) hari kalenderterhitung sejak kami menerima
Laporan Dana Kampanye !r. H, John Hendri, M.Si - Usman, S.Sos,, M.Si dad KPU Kabupaten Sanggau.

Simpulan
Menurutopinikami, Asersilr, H. John Hendri, M.Si - Usman, S.Sos., il.Si dalam Laporan Dana Kampanye
tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Pengguna Laporan
Tanggung iawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Sanggau dan
sesuai dengan Surat Perianjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu karni tidak bertanggung jawab
atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP AMIR SABIRIi.I
Akuntan Publik

Nomor lzin Akuntan Publik: AP. 1949
Pontianak, 10 Desember 2024



ASERSI ATA$ LAPORAN DANA KAftIPANYE
PARTAI POLITIK FESEETA PEI'ILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATT

IR. H. JOHH HEHDRI, II/I.SI. - USMAH, S.SOS., M.SI

I{ABUPATEN SANGGAU

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RK*K)

a. Pembukaan

1) Kriteria
a) PartaiPolitik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon persesrangan wajib membuka RKDK pada Bank
Umum.

b) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan
bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poiitik Peserta Pemilu dan
salah satu calon dari Pasangan Calon.

d) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan
dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Pesecrangan.

e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak
pendaftaran Pasangan Catan sampaidengan 1 {satu) Harisebelum masa Kampanye dimulai.

f) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan
RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

g) Fasangan Calon perseor*ngan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar
pembukaan RKDK dengan r*enggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota

h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan
oteh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupateniKota
untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau waiikota dan wakiiwalikota

i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhal*ngan tetap dalam
jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 {tiga puluh} Hari sebelum
hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk
pemilihan gubernur dan wakilgubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: 1) putusan Bawaslu; atau
2) putusan pengadilan yang teiah berkekuatan hukum tetap yang melewatitanggal penetapan
Pasangan Calon sebagaima*a diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan Pemiiihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling iambat 3 (tiga)
Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota.



2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU

yaitu Bank mempunyai perwakilan di provinsi danlatau kabupatenlkota di seluruh wilayah
lndonesra.

Iemuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan
keteniuan daiam Feraturan KPU yaitu Bank rnempunyai perwakilan di provinsi danlatau
kabupatenlkota di seluruh wilayah lndonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan. Pasangan
Peserta Pemilihan membuka RKDK di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten
Sanggau, Frovinsi Kalimantan Barat. Kami menyimpuikan Pasangan Peserta Pemilihan
PATUH terhadap semua ket*ntuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Watikota dan Wakil Walikota.

b) Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan
ketentuan.

TemuanlHasil Pemeriksaarl

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK,
apakah telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, status Bank BPD
Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Bank ters*but telah termasuk
dalam daftar Bank Umum Konvensionalsebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU No.
1364 Tahun 2424. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan
WakilWalikata.

c) Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK
antara informas! yang tercantum dalam buku rekening atau rekenrng koran dengan nama
Pasangan Calon terkait.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara
membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening
atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
kepemilikan RKDK telah se*uai yaitu atas nama RKDK 6103 Jchn dan Usman. Kami
menyimpulkan kami me*yimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalarn PKPL! Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota

d) Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan
tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon
Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut dan periksa surat pernyataan yang
menyatakan mendelegasikan perwakrlan Partai Folitik atau Gabungan Partai Politik untuk
menandatangani *pesimen RKDK.



TemuanlHasil Pemeriksaalr

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesimen tanda tangan di buku
tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati. Walikota dan
WakilWalikota.

e) Periksa kesesuaian ta*ggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampaidengan 1 (satu) Harisebelum masa Kampanye dimulai.

TernuanlHasil Pemerlksaar

Kamitelah melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan
yang berlaku, yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampaidengan 'l (satu) Hari sebelum
masa Kampanye dirnulai. Berdasarkan hasil perneriksaan, RKDK dibuka pada tanggal 20
September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomcr 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

f) Periksa apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poiitik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Persecrangan membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang tercantum
dalam Peraturan KPU

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Karni telah melakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon membuat permohonan pengailtar pembukaan RKDK dengan menggunakan
formulir yang tercantunt dalarn Peraturan KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan
peserta pemilu telah membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan nomor
AlT lCabub-cawabubllX2024 tanggal 19 September 2A24 dan menggunakan formulir yang
tercantum dalam Peraturan KPU. Kamimenyirnpuikan Pasangan Peserta Pemillhan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur daiam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan \Irlakil Walikcta

g) Periksa apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK
yang diterbitkan aleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur dan KPU
KabupatenlKota untuk pemilihan bupatidan wakil bupatiatau walikota dan wakilwalikota.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat
pengantar pembukaar: RKDK yang diterbitkan oleh KFU Kabupaten *ntuk pemitrihan bupati
dan wakil bupati. Berdasad€n hasil pemeriksaan, pembukaan RKDKtelah dilengkapidengan
surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sanggau nomor
5151PL.02.50SD16103/212$24 tanggal 19 September 2024. Kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATI ll terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatidan Wakil Eupati, Walik*ta dan WakilWalikata



h) Periksa dokumen hukum terkait pergantian salah satu Pasangan Calon

TerLuan/Hasi I Pem erjksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hukum terkait pegantian salah satu
Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pergantian salah satu
pasangan calon bupati da* wakil bupati Kabupaten $anggau. Kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUil terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PXpU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota

Keeimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ket*ntuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b" Pengelolaan

1) Kriteria
Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain. Pasangan Caion wajib menyampaikan surat
penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU KabupatenlKata untuk Pemilihan Bupatidan Wakii Bupati serta Walikota
dan WakilWalikota

2) Prosedur Audit
Periksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan
Calon.

TemuanlHasil Perneriksaae

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian data pengelala RKDK dan surat pernyataan
penunjukan oleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, data pengelola RKDK
dan $urat Pernyataan Fenunjukan oleh Pasangan Calon telah sesuai. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 terdang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpuikan Pasangan Peserta Pemiiihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

c. Felaporan

1i Kriteria
a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangaft melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK

b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebeium digunakan untuk kegiatan Kampanye



2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian nornor rekening Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Pasangan Calon

Ternuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian nemor rekening Dana Kampanye yang
dilaporkan cleh Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RKDK dibuka dengan
nomor rekening 3021288437. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periksa sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening koran RKDK.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan sumber penerimaan dalam bentuk uang dengan rekening
koran RKDK" Berdasarkan hasil pemeriksaan. sumber penerimaan dana kampanye dalam
bentuk uang telah sesuai dengan rekening RKDK. Kami rnenyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap $emua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 16TahunZA24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, f/alikota dan Wakit Walikata.

c) Periksa apakah semua penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang ditempatkan pada
RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye

Tem uanlHasil Femeriksaan

Kami telah melakukan perneriksaan sernua penerimaan dana kampanye yang berbentuk
uang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua penerimaan dana karnpanye yang berbentuk
uang telah ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpuikan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikcta.

d. Penutupan

a) Kriteria
a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 {dua} Hari setelah masa Kampanye berakhir.
b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan

dari Bank Umum.
c) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum

paling lambat 2 {dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.



b) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian stalus penutupan RKDK pada Bank Umum tempat membuka RKDK dan

kesesuaian periode penutupan RKDK.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian status penutupan RKilK pada Bank Umum
tempat membuka RKDK dan kesesuaian periode penutupan RKDK. B*rdasarkan hasil
pemeriksaan, RKDK pada bank umum tempat rnembuka RKDK telah di tutup pada tanggal
25 November 2A24. Kan':i menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Feserta Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikcta dan
WakilWalikota.

b) Periksa apakah Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari
Bank Umt;m kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan lvakil gubernur dan KpU
KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah Pasangan Caion menyampaikan surat
pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan
bupati dan wakil bupati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pasangan Calon telah
menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KpU Kabupaten
Sanggau. Kanri menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 @ntang Dana Kampanye peserta
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

c) Periksa seluruh bukiipenutupan RKDK

Temuan/Hasil Pemeriksaa*

Kamitelah melakukan perneriksaan atas seluruh bukti penutupan RKDK. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, penutupan RKDK telah dilengkapi bukti sesuai dengan ketentuan yaitu $urat
Permohsnan Penutupan RKDK ke Benk BPD Kalbar Cabang $anggau dan Surat Konfirmasi
Penutupan RKDK dari BPD Kalbar. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta pemilihan
PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemitihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan trA/akil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur daiam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Femilihan Gubernsr dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakii Waliketa.



2. Laporan Awa[ Dana Kampanye {LADK]

a) Muatan Informasi

1) Kriteria
a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:

RKDK,

Saldo awal RKDK atau saldc pembukuan dan sumber perolehan,
Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan
RKDK;

Nomor pokok wajib pajak rnasing-masing Pasangan Calon; dan
Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) LADK Pasangan Calon ditandatanganioleh Pasangan Calan.

2) Prosedur Audit
aj Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung

sebagaimana yang diatur dalanr ketentuan.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat
informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, LADK yang kami peroleh telah memuat seluruh informasi pendr:kung. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang San* Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

b) Lakukan verifikasiterlradap salds awalatau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian
dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.

TemuanlHasil Perneriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap saido awal atau salde pembukaan untuk
memastikan kesesuaian dengan sumber peroiehan, serta tidak melanggar ketentuan
mengenai Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUFI terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Sana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Bupatidan Wakil Bupati, Waliketa dan WakilWalikota.

c) Lakukan penghitungan kembaliterhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum periode LADK (ika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak dapat melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK, dan tidak melakukan verifikasiterhadap
bukti pendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan. tidak terdapat transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK. Kami rnenyimpulkan Pasangan Peserta
Femilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14Tahun2O24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



d) Lakukan rekonsiliasisaldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye pada LADK dengan RKDK telah
sesuai. Kami menyimpulkan Fasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap seffiua ketentuan
yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Waliksta.

e) Lakukan rekonsiliasi salde dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan
pembukuan LADK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye pada RKDK
dengan LADK telah sesuai dengan nominal Rp100.000. Kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalan: PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Bupatidan Wakil Bupati. Walikota dan WakitWatikota.

f) Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan
sumbangan.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan verifikasiterhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar
penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan pasangan
Peserta Pemilihan PA'TUll terhadap semua ketentuan yang diatur dalam pKpU Nomor 14
Tahun ?024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemitihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikata dan Wakil\ lalikata.

g) Lakukan konflrrnasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Tgmuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melak-ukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelcmpok dan
jenisnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, klasifikasi pihak penyumbang telah sesuai dengan
kelompok dan jenisnya. K*mi menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikata.

h) Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan
prosedur pengeluaran Dana Kampanye

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pembahasan dengan Pasangan Calan tentang temuan kelemahan dan
kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap sernua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan wakilGubernur, Bupatidan wakil Bupati, walikota dan wakilwalikota.



i) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon

TsmLrgnlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, LADK telah ditandatangani oleh pasangan calon. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakitWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikcta.

b) Periode Pembukuan

1) Kriteria
a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan

ditutup 1 (satu)harisebelum penyampaian LADK
b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan

LADK dimulaisejak penetapan Pasangan Calon sampaidengan 1 (satu) Harisebelum waktu
penyampaian LADK

2j Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggalawal dan tanggal akhir

pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah
sesuai ketentuan.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami tetah melakukan pemeriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan
tanggal aural dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tanggal
awal pembukuan LADK adalah tanggal ?0 $eptember 2A24 dan penutupan LADK adalah
tanggal 23 September 2A24. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Waliksta dan Wakil Walikota.

b) Lakukan uji pisah batas {cuf-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal
awal dan tanggal akhir pembukuan.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas {cuf-off test} terhadap penerimaan dan
pengeluaran, pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukaan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak terdapat transaksi pada tanggal akhir pembukaan. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota,

c) Kelengkapan dan Penyampaian

1) Kriteria
a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Harisebeium masa Kampanye, paling lambat

pukul 23.59 waktu setempat,
b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang

diunggah melalui Sikadeka
c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon

kepada KPU melatui Sikadeka pa{ing lambat 3 {tiga) Hari sejak menerima tanda terima
perbaikan dan berita acera hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat

d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
- berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 {satu) Hari

sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 {tiga) Hari
setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi uniuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakilwalikota.

- berhalangan tetap setelah dimularnya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan
disampaikan paling lambai 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kata untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakiiwalikota

e. Dalam halterdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan :

- putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota; atau

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal
penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwai penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 {tiga) Hari sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota

f. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota sesuai dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan,

FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
FORI'ULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBA.NGAN DANA KAMPANYE;
FORMULIR 3 LAPSRAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAINPANYE:
FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYI:
FORMULIR 5 LAFCIRAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAfuIPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;
FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL
DANA KAIVIPANYE (LADKi;
Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
Surat Pernyaiaan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;



Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;
$urat Pemyataan Fenyumbang dari Badan Hukum $wasta; dan
Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran"

g. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau

memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam

Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiriatas.

- FORMULIR 1 LAPORAhI AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;
. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;
- FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 5 LAPORAhI AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAI\IIPANYE SESELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 6 SURAT PTRNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL

DANA KAMPANYI {LADK},
- Salinan dan Reker:ing K*ran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Surat Pernyataan Fenyumbang dari Perseorangan;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- Bukti-bukti transaksi penerimaan dantransaksi pengeluaran.

h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digiial (sa# file) kepada
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil waiikota apaabila mengalami
kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka

i. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupatenlkota
dalam bentukfisik atau digital {soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi
daftar hadir yang disediakan oieh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupat! atau walikota dan wakil
walikota.

2) Prosedur Audit
a) Dapatkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Prcvinsi atau KPU

KabupatenlKoia ateu melaiui Sikadeka. seperti yang tercantum dalam tanda terima
Penyerahan LADK

Temuan/Hasil Pemeriksaa*

Kami telah mendapatka* LAilK beserta laporan pendukung terkail dari KPU Kabupaten
Sanggau seperti yang tercanturn dalam tanda terlrfia penyerahan LADK. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATITH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Eupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ten uanlH asl i Eernedkqaan

Kam i telah melakukan per*eriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK
yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasilpemeriksaan, masing-

masing LADK telah dil*ngkapi dengan dokumsn pendukung, Kami menyimpulkan Pasangan

Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14



Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Periksa kesesuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1

{satu} Harisebelum masa Kampanye, paling lambat pukul23.59 waktu setempat.

Temuan/Hasil PemerikEaan

Kami telah melakukan pemeriksaan tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu
paling lambat 1 {satui Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempat. Berdasarkan ha*il pemeriksaan, LADK diserahkan kepada KPU Kabupaten
$anggau pada tanggal24 September 2024 pukul 18.07 WlB. Kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Welikota dan Wakil Walikota.

d) Lakukan konfirmasikepada KPU Provinsiatau KPU KabupateniKota terkait ke*esuaian batas
waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calcn dengan konsisi khusus.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan konfinnasikepada KPU Kabupaten $anggau terkait kesesuaian batas
waktu penyampaian LADK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, terdapat kandisi khusus yang terjadi pada pasangan calon saat
penyampaian LA*K dan w*ktu penyampaian LADK tersebut telah sesuai ketentuan" Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,

e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan
Calon yang terdapat perbaikan LADK.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait Pasangan Calon
yang terdapat perbaikan 13DK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH te*adap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2S24 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

0 Periksa ke*esuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 3
(tigai Hari sejak rnenerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencerrnatan dari KPU
Provinsi atau KPU Kabupate#Kota, paling lambat pukul 23.59 rraktu setempat,

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan
LADK yaitu paling lambat 3 {tiga} Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan dari KPU Kabupaten Sanggau, paling lambat pukul 23.$9 waktu setempat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, LADK Perbaikan diserahkan kepada KPU Kabupaten
Sanggau pada tanggal 26 September 2S24 pukul 16.08 \MB. Kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATLJH terhadap s+mua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



g) Periksa kelengkapan forrnulir dan bukti-bukti pendukung.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, formulir dan bukti-bukti pendukung LADKyang kami peroleh
telah lengkap. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan FATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikata dan Wakil
Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap sernua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2G24 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil lXjatikata-

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a) Muatan lnformasi

1) Kriteria
ai Pasangan Calon rfienyusun LPSDK yang memuat informasi:

- RKDK;
- jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- catatan penerimaan Pasangan Calon;
- identitaspenyumbang;
- nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- surat pernyataan penyumbang.

b) LP$DK Pasangan Calan ditandatangani oleh Pasangan Calon

2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung

sebagaimana yang diatur dalarn ketentuan, seperti daftar penerimaan surnbangan yang
berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Parlai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

Tem uanlHasil Perneriltsaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat
informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, Berdasarkan hasil
pemeriksaan, isi LP$DK telah sesuai dengan dokumen yang memuat informasi pendukung.
Kami menyirnpulkan Pasangan Pese(a Femilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PI{PU Ncm*r 14 Tahun 2S24 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota"

b) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya

Tem uanlHasil Perneriksaat

Kami telah melakukan konftrmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan
jenisnya. Berdasarkan hasilpemeriksaan, klasifikasipihak penyumbang tetah sesuaidengan



kelompok dan jenisnya. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalarn PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

c) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calan.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, LPSDK telah ditanda tangani cleh pasangan calon. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Femilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2S24 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan lrllakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan. kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikcta.

b) Periade Pembukuan

1) Kriteria
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah
penulupan pembukuan LADK sampai dengan 1 {satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK

2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir

pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada forn'lutir yang terkait telah
sesuai dengan ketentuan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perneriksaan kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan
tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan- Berdasarkan hasil pemeriksaan,
periode pembukuan LPSDK dimulai pada tanggal 24 Septer*ber 2Q24 sampai dengan 23
Oktober 2A24. Kami menyirnpulken Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU NcmorI4 Tahun 2024 tentang Dana Kampa*ye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, llfalikota dan Wakil
Walikola.

b) Lakukan uji pisah batas {cuf-o# fest) terhadap penerimaan dan pengeluaran, pada tanggal
awal dan tanggal akhir pembukuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uji pisah batas icuf-off fesfi terhadap penerimaan dan
pengeluaran, pada tanggal awal dsn tanggal akhir pembukuan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak t*rdapat transaksi pada tanggal awal pembukuan. Kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU



Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gub,emur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Eupati, Walikcta dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor '14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Peniilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota.

c) Kelengkapan dan Penyampaian
1) Kriteria

a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul23.59 waktu setempat

bi Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK
yang diunggah melalui Sikadeka

c) Apabila terdapat perbaikan, rnaka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon
kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan

dan Berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU

KabupatenlKota paling trambat pukul 23.59 waktu setempat
d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:

- berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum LPSDK disarnpaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 {tiga} Hari setelah
ditetapkan Pasangan Calon penggantiibaru oleh KPU Pravinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pernilihan bupati dan vyakil bupati
atau walikota dan wakilwallkota.

- berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 {tiga puluh) Hari
sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan
paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota.

e) Dalarn haiterdapat Pasa*gan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan

Bawaslu Kabupaten/Kata untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wa[kota dan wakil
walikota; atau

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal
penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraen Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota

0 Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU KabupateniKcta sesuai dengan
tingkatannya, yang ditengkepi dengan:
- FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE,
- FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAhIYE (LPSDK};
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyalaan Penyumbang dari Partai Paliiik atau Gabungan Partai Politik;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukurn Swasta; dan
- Bukti-buktitransaksipenerimaan"



g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terirna perbaikan oleh
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupat*nlKota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon
wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksr.ld yang dibuat dengan
menggunakan formulir yang tercantum dalam Lamprran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas.
- FORMULTR 1 LAPSRAT* PENERIMAAN SUMBANGAN DAhiA KAMPANYE {LPSDK)

PERBAIKAN:
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

PENERIMAAN SUMEANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye,
- Surat Pernyataan Fenyumbang dari Pariai P*litik atau Gabuangan Partar Politik;
- Surat Pernyalaan Penyumbang dari Perseerangan,
- Surat Pernyataan Penyumbang dad Badan Hukum Swasta; dan
- Bukti-buktitransaksipenerimaandantransaksipengeluaran.

h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital {so# f/e)
kepada KPU Frovinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikcta dan wakil walikota apahila mengalami
kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

i) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota
dalam bentuk fisik alau digital {soff file}, sesuai dengan waktu penyampaian. dan wajib
rnengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk pemilihan bupati dan wakii bupati atau walikota dan
wakilwalikota.

2) PrcsedurAudit

a) Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi atau KPU
KabupatenlKota atau melalui Sikadeka, seperti yang tercantum dalam tanda terima
Penyerahan LPSDK.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten
Sanggau melalui Siksdek= seperti yang tercantum dalam tanda terirna Penyerahan LPSDK.
Berdasarkan hasil perneriksaan, I-PSDK sudah di lengkapidengan laporan pendukung. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap seffiua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor J4 Tahun 2024 tentang Sana Kampanye Peserta Femilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Watikota dan WakilWalikota.

b) Periksa kelengkapan dokr:men pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Tem uan/Hasil Peeeriksaan

Kami tetah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing
LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasilpemeriksaan,
kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Namar 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan Wakiilrlhlikota.

c) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu landa terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat
1 {satu} Hari setelah periode penutupan LPSDK, paling lambat pukul 23"5S waktu setempat.

Tem uanlHasil Pemeriksaan



Kamitelah melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan

LPSDK yaitu paling lambat t {satu} Hari setelah pericde penutupan LPSDtt, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPSDK diserahkan pada 24
Oktober 2A24 Pukul l5:30 1A/lB. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Femilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikcta dan Wakil lfiI*lik*ta.

d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Pravinsi atau KPU KabupatenlKota terkait kesesuaian batas
waktu penyampaian LFSDK lerhadap pasangan calon dengan kondisi khusus.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan ko*firmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait kesesuaian batas
waktu penyarnpaian LPSDK terhadap pasangan calon dengan kondisi khusus. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, tidak ada kondisi khusus yang terjadi selama periode pembukuan LPSDK.
Kami menyimpulkan Fasangan Peserta Pemilihen PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomcr t4 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan \tlhkil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

e) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU KabupatenlKota terhadap Pasangan
Calon yang terdapat perbaikan LPSDK.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitidak melakukan kanfirmasi kepada KPU Kabupaten Sanggau terkait Pasangan Calon
yang terdapat pcrbaikan LPSDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPSDK
Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nornor 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, $upati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat
1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasilpencennatan dari KPU
Provinsi atau KPU KabupatenlKota, paling lambat pukul 33.59 waktu setempat

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitidak melakukan pemeriksaan kesesuaian tanggaldan waktu tanda terima penyerahan
LPSDK yaitu paling lambat 1 {satu} Hari sejak menerima tand* perbaikan dan berita acara
hasil pencermatan dari KFU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul23.59
waktu setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat LP$DK Perbaikan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam FKPU Nomor 14 Tahun 20?4 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Watikota dan Wakil Walikota.

g) Periksa kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan peme*ksaan kelengkapan formulir dan bukti-hukti pendukung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomcr 14 Tahun 2824 tentang Dana



Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tsupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap scmua ketentue* yar:g diatur dalam PKPU Namor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

4. Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. Muatan lnformasi

1) Kriteria
a) Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- RKDK
- Saldo awalatau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan

pengeiuaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan

RKDK;
- Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

b) LPPDK Pasangan Calon ditandatanganioleh Pasangan Calon

2\ Prosedur Audit

a) Periksa kesesuaian isi LPP*K dengan dokumen yang merfiuat informasi pendukung
sebagaimana yang diatur dalarn ketenluan termasukAsersi Pasangan Calcn.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat
informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Asersi Pasangan
Calon. Berdasarkan hasll pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan
PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nornor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
Watikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan verifikasitertradap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian
dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Bana Kampanye

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk
memastikan kesesuaian dengan sumher perolehan, serta tidak melanggar ketentuan
mengenai Dana Kampanye. Berdasarkan hasilpemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



c) Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerirnaan dan pengeluaran yang
diperoleh, dan lakukan verifikasi terhedap bukti pendukung.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan p*nghitungan kembaliterhadap rrncian penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh. dan melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyirnpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUFI terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

d) Lakukan verifikasiterhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan

sumbangan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memverifikasi penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan
sumbangan terhadap buktipendukung. Berdaserkan hasil pemeriksaan, kamimenyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap $erTrua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

e) Lakukan konfirmasi kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompok dan jenisnya.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah mengkonfinna*i kepada pihak penyumbang sesuai dengan kelompcknya dan
jenisnya dengan cara rnengirim konfirmasi kepada pihak-pihak yang tercatat didslam daftar
penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap $emua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomar 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LPPDK

Ternuan/Hasil Pemeriksaqn

Kami telah melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan
pembukuan LPPDK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo dana kampanye pada RKDK saat
penutupan pembukua* LPPDK telah sesuai. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14Tahun2}24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

g) Lakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon.

Temuan/Hasil Eemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan Pasangan Calon. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, LPPDK telah ditandatangani oleh pasangan calon. Kami menyimpulkan
Pasangan Feserta Pemilihan PATI}H terhadap s€mua ketentuan yang diatur dalarn PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana K*mpanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Supati, Walikota dan WakilWalikota.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap sernua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota.

b. Periode Pernbukuan
1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhi periode pembr.rkuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari

setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan

tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang
terkait telah sesuai dengan ketentuan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian pericde pembukuan LPPDK dengan
memastikan tanggatawal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye pada formulir terkait telah sesuai ketentuan, Berdasarkan hasii pemeriksaan,
tanggal awal pembukuan LPPDK adalah tanggal24 $eptemh*rZA24 dan penutupan LPPDK
adalah tanggal 23 November 2*24. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan
FATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

b) Lakukan uji pisah batas {cul-cff fesf) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran
Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian uj! pisah batas (cuf-off testj terhadap penerimaan
sumbangan dan pengeluaran Dana Kampany* pada tanggal awal dan akhir pernbukuan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan. tidak terdapat transaksi pengeluaran Dana Kampanye pada
tanggalawalpembukuan LPPDK. Kamimenyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemitihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2S24 tentang Dana
Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.



Kelengkapan dan Penyampaian

1) Ititsria

a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye
berakhir, pa{ing lambat pukut23.59 waktu setempat.

b. Pasangan Calon me*yampaikan LPPDK denEan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka.

c. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbalkan oleh KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon
wajib melengkapidanlatau memperbaikidokumen LPPDK dimaksud paiing lambat 1 {satu) Hari
sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

d. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan
LPSDK atau LP$DK Perbaikan serta dilengkapidengan.
. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PET{GELUARAN DANA KAMPANYE

{LPPDK);
- FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- FORMULIR 3 LAPORAf! AKTIVITAS PENERIMAAT\i DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE,
. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAIvIPANYE;
- FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENG=LUARAN DANA

KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIINAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE (LPPDK};

- Salinan dan Rekening Kcran Rekening Khusus Dana Kampanye,
- Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon

bersangkutan telah ditutup;
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai PCIlitik,
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan,
- Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- Bukti*bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

e. Apabila LPPBK yang disampaikan oleh Pasangan Calan diberikan tanda terima perbaikan oleh
KPU Provinsi atau KPU Kabupate#Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau
mernperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam
Lampiran XVI Peraturan KPU terdiriatas:

FCRMULIR 1 LAPSRAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
(LPPDKi PERBAIKAN,
FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KATIPANYE:
FORhiULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELLJARAN DANA
KAMPANYE.
FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENHRIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PEhIERIEfiAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE,
FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE iLPPDK};
Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
Surat Pernyataan dari Bank Um*m yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon
bersangkutan telah ditutup:
Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Palitik;
Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;



Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum $wasta; dan
Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran,

f. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital {soft file} kepada
KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupatidan wakil bupati atau walikota dan wakilwalikota apabila mengalami kendala
dalam penyampaian melalui $ikadeka.

g. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsiltingkat kabupaten/kota
dalam bentuk fisik atau digital (soft fite), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi
daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur
dan KPU KabupatenfKota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota

2) Prosedur Audit
a) Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Proyinsi dan/atau KPU

KabupatenlKota, sepertiyang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan I-PFDK beserta dokumen pendukung terkait dari KPU Kabupaten
Sanggau, seperti yang tercantum dalarn tanda terima penyerahan LPPDK, Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

b) Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, dan
LADK.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang
diserahkan termasuk RKDK, LADK. Eerdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nemor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Elupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Pastikan kesesuaian waktu penerimaanlpenyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan
LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara peilerimaan laporan tidak melebihi
tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 isatu) hari setelah
rnasa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah memastikan kesesuaian waktu penerimaanlpenyerahan LPPDK termasuk RKDK
LADK dan LPSDK dengan tanda terirna laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak
melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan. Eerdasarkan hasil
pemeriksaan, LPPDK diserahkan pada tanggal 24 November 2A24 Pukul 21.51 llVlB. Kami
menyimpulkan Pasangan Peserte Pemilihan PA,TUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomor t4 Tahun 2S24 tentang Dana Ka*panye Peserta Pernilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.



d) Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Pasangan
Calon yang terdapat perbaikan LPPDK.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan konfirmasi kepada petugas KPU Kabupaten Sanggau terkait Pasangan
Calon yang terdapat perbaikan LPPDK. Berdasa!'kan hasil pemeriksaan, tidak terdapat
LPPDK Perbaikan. Kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pernilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gukrnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

e) Periksa kesesuaian ta*ggaldan waktu tsnda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat
1 {satu} Harisejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencennatan dari KPU
Prcvinsi atau KPU Kabup*te#Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitidak memeriksa kesesuaianwaktu penerimaan/penyerahan LPPDKyaitu paling lambat
1 (satu) Hari sejak mene*ma tanda perbaikan dan berita acara hasil pencennatan dari KPU
Provinsiatau KPU Kabupate#Kota, paling lambat pukul23.59 waktu setempat. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, tidak terdapat LPPDK Perbaikan. Karni menyimpulkan Fasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diaturdalam PKPU Nomor 14Tahun2}24
tentang Dana Kampanye Peserta Femilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Periksa kelengkapan formulir dan buKi-bukti pendukung.

TefnuanlHaqil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir dan bukti-bukti pendukung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, fcrmulir dan bukti-bukti pendukung LPPDK telah lengkap.
Kami menyimpulkan Fasangar: Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nornor 14 Tahun 2A24 *ntang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Guhernur, Bupati dan \Alakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimoulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap ssmua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

d. $umberlKl*sifikasi dan ldentitas Fenyumbang

1) Kriteria
a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calan yang diusulkan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
- sumbangan Partai Politik danlatau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calan;
- sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meiiputi sumbangan perseorangan

danlatau badan hukum swasta



b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
- sumbangan Pasangan Calon; dan/aiau
- sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan

danlatau badan hukum swasta.
c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas
d) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang

memuat informasi identitas penyurnbang dan jumlah sumbangan
e) Sumbangan yang berasai dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib

dilampirisalinan akta pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.
f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana

dari nomor rekening penyurrbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
g) ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan daribank yang bersangkutan.
h) $umbangan Dana Kampanye yang dilakuka* melalui setoran tunai pada bank. disertai

dengan surat pernyataan penyurnbang.

2) Prosedur Audit
a) Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar

penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian surnber dan bentuk penerimaan Dana
Kampanye dalam dafiar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana
Kampanye. Berdasarkan hasil pemeriksaan, karni menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUHterhadapsemuaketentuanyangdiaturdalam PKPU Namcr 14Tahun2A24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam ketentuan.

Tem uanlHasil Pefneriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen
pendukung sebagain:ana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Berdasarkan hasii
pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH ierhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

c) Lakukan konfirrnasi kepada penyurnbang untuk rnemastikan keberadaan penyumbang dan
keakurasian sumbangan.

Tem uan/Hasil Pemerikeaan

Kami telah melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keheradaan
penyumbang dan keakurasian sumbangan. Berdasarkan hasil pemerik*aan, kami
menyimpulkan bahw* Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nsmor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil V1/alikota.

d) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari
Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon {LHKPNi. Jika ditemukan
ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi.



Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan penerimaan sumbangan Dana Karnpanye yang
bersumber dari Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap sernua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Ncmor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan lilakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

e) Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib
pajak Pasangan Cal*n dengan $urat Pemberitahuan Pajak {SPT} Pasangan Calon. Jika
ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfi rmasi dan didokumentasikan

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaia* penerimaan sumbangan dana kampanye
yang bersumher dari wajib pajak Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalarn PKPU Nomsr 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubemur dan VYakil Gubemur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikata dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nornor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Eupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

A Pencatatan Penerimaan Sum bangan

1) Kriteria
ai Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,

danlatau jasa yang dikonversikan dengan niiai uang, termasuk utang dan diskon pembelian
barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.

b) Pembukuan Dana Karnpanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calonipenguruslanggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Caion

c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima
sumbangan Dana Kantpanye dari Partai Politik Peserta Pemiiu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan pihak lain.

di Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat
penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib
menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk
dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye

ei Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiata* kempanye.

2) Prosedur Audit

a) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal
terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.



Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah memperoleh pemahaman dan dokumentasi tentang pengendalian internal
terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor '!4 Tahun 2024 tentang Dana Kar-rrpanye

Peserta Pemilihan Guhern*r dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Eupati, Walikota dan
WakilWalikota.

b) Tentukan keakurasian matematis {penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh
transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara
melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Temuan/Hesil Pemeriksasn

Kami telah melakukan penghitu*gan keakurasian matematis {penjumlahan, pengurangan,
dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan
Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembaliatas keakurasian maternatis
tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuanyang diaturdalam PKPU Nomor 14Tahun2}24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c) Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara
akumulatif.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perhitungan keakurasian penghitungan jumtah sumbangan untuk
setiap penyumbang secara akumulatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan
bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam
PKPU Nomor 14 Tahun 2024 t*ntang Dana Kampanye Pese*a Pemilihan Gubernur dan
WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota,

d) Telusuritransaksi penerirnaan surnbangan dalam bentuk uang ke bukti p*ndukungnya, serta
ke RKDK untuk memastiken keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksitersebut.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitetah melakukan penelusura* terhadap transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk
uang ke bukti pendukungnya, seGa ke RKDK untuk memastikan keberada*n dan keakurasian
pencatatan transaksitersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan. Kami menyimpulkan bahwa
Fasangan Peserta Pemilihan PATUH tedradap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Psmilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

e) Lakukan pengujian ates sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk
memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami tetah melakukan pengujian atas sumbangan lrang diterima dalam bentuk barang
dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaiail pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang
berlaku. Berdasarkan hasil pmeriksaan, kami rnenyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap $emua ketentuanyang diaturdalam PKPU Nomcr l4Tahun 2024



tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan
kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama
dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar
penyumbang.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan permintaan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama
dan alamat penyumbang tersebut karena tidak terdapat penyumbang anonim. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

g) Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau
rnelalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik isarnpling) bersama
Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan
dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum
dipenuhi.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan konfirmesi secara tertulis melalui media elektronik dengan beberapa
penyumbang yang menjadi sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tldak ditemukan adanya
unsur pemaksaan dalam pemberian sumbangan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan
Peserta Pemilihan PATUht terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupatidan Wakii Bupati, Walikota dan WakilWalikata.

h) Lakukan pemeriksaan apakah Pasangan Peserta Pemilu menerima sumbangan dana
kampanye dari pihak asing.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana
kampanye dari pihak asing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya
penerimaan sumbangan dari pihak asing. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuanyang diaturdalam PKPU Nomor 14Tahun2A24
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikata.

i) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan
penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminlaman
kendaraan/fasiiitas lain perorangan atau badan hukum swasta.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan perneriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan
catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya, te'masuk peminjaman
kendaraanffasilitas lain perorangan atau perusahaan syvasta. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan natura atau jasa fasilitas tennasuk peminjaman
kendaraanlfasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Kami menyimpulkan bahwa



Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalsm PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil \rllalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap ssmua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

f. BatasanlKesesuaianSumbangan
1) Kriteria

Pasangan Calon mematuhijumlah penerimaan surnbangan (mencakup uang, barang, dan/atau
jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau
jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam
LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihijumlah di bawah ini:

- Rp75.000.000,00 {tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyum bang perseorangan;dan

- Rp750.000.000 (tujuh ratus iima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk
penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan
pengusul Pasangan Calon

2) Prosedur Audit
a) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian

terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan
klasifikasilsumber penyumbang.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pcngujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan
kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan
klasifikasi/sumber penyumbang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat sumbangan
yang melebihi batasan maksimum yang diperbclehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber
penyumbang" Kami menyimpr:lkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

b) Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-
masing penyumbang dari keseluruhan periode iaporan.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan p*nghitungan kembatiterhadap penerimaan sunnbangan darimasing-
masing penyumbang darikeseluruhan periode laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak
terdapat akumulasi penerimaan sumbangan yang melebihi bata* maksimum. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

c) Lakukan pengujian tert':adap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang
melebihi batas kewajaran transaksiyang berlak* secara umuffi.



Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kamr telah melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat
diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, tidak terdapat diskon atas pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
wajar. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Namor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

d) Telusuri keberadaan transaksi utanglpinjaman yang tirnbul akibat penggunaan uang atau
barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar fiika belum
dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji
kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).

Tem uqn/Hasil Pemeriksaan

Kami tetah melakukan penelusuran terhadap keberadaan transaksi utanglpinjarnan yang
timbul akibat penggunaail uang atau bara*g dan jasa dari pihak lain. Berdasarkan hasil
penefusuran, tidak terdapat transaksi berupa utanglpinjaman yang timhul diakibatkan oleh
penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain. Kamimenyimpulkan bahwa Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpr.rlkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

g Sumbangan yang Dilarang

1) Kriteria
a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan

Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan latn untuk Kampanye yang berasal dari:
- negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga

negara asing;
- penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha miiik desa atau

sebutan lain.
b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Feserta Pemilu atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan
melebihi ketentuan, harus mernatuhi ketentuan berikut:
- dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU

KabupatenlKota; dan
- menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 {ernpat belas) hari

setelah masa Kampanye berakhir.
- wajib menyerahkan buktisetoran ke kas Negara kepada KPU Provinsiuntuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU KabupatenlKota untuk Femilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat '14 iempat belas) Hari
setelah masa Kampanye berakhir.



2) Prosedur Audit
a) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil

pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak mendapatkan dan tidak membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai
ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan

sumbangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat surnbangan yang dilarang sesuai
dengan ketentuan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikata"

b) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU
serta buktiSurat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersehut dengan bukti
lapor ke KPU serta bukti surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan. tidak terdapat temuan atas sumbangail yang dilarang. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap sernua ketentuan yang
diatur dafarn PKPU Homor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Guhemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan lfrIakil Walikota.

c) Lakukan pemeriksaan apakah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerirna sumbangan dana kampanye dari pihak yang
dilarang.

Tem uanlHasii Pemeriksaan

Kami telah memeriksa ap*kah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang
dilarang. Berdasarka* hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana
kampanye dari pihak yang dilarang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Palitik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikata.

d) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah memeriksa apakah terdapat sumbangan yang mengikat Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan PartaiPolitik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Berdasarkan hasil
pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye yang bersifat mengikat
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pernilu dan Pasangan
Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.



e) Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara
keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah menjumiahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah
secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar k*tentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat kesluruhan jumlah
sumbangan yang melanggar ketentuan. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta
Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14Tahun2A24
tentang Dana Kampa*ye Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupatidan \l/akil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

f) Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan
yang dilarang.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan kcnfirmasi dan tidak mendapatkan bukti setcran ke kas negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya sumbangan yang dilarang. Kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang
diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2A24 *nta*g Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Eupatidan llhkil Bupati, Walikuta dan WakilWaliksta.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

1) Kriteria
a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk.

- Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang daniatau pembayaran
Jasa);

- Pembayaran hutang; dan
- Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar

b) Setiap diskon pemb*fian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara
umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

c) Pasangan Calon wajib rnerrcatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, daniatau jasa
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Caion.

d) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan
penghitungan suara.
Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye,
Pasangan Calon wajib m*ngembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan
pengeluaran.



2) Prosedur Audit
a) Dapatkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota tentang pembatasan

pengeiuaran Dana Kampanye.

Tem uanlHagi I Pemetikgaan

Kami telah mendapatkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 839 Tahun 2024
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati
Sanggau dalam Pilkad* Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami
menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang

diatur dalam PKPU hlomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Guhemur, Bupati dan Wakil Supati, Walikota dan Wakil Walikota.

b) Dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah mendapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah yaitu Peraturan Bupati
Sanggau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun 2019 tentang Sta*dar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil
pemeriksaan. kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap
semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
WakilWalikota.

c) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai
aktivitas.

Tem uanll-lasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan
klasifikasi penggunaan sesuai aktirritas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana
kampanye telah sesuai dengan klasifikasi aktivitas. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan
Peserta Pemilihan PATUH t*rhadap se{nua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14
Tahun 2024 tentang Dana l(ampanye Peserta Femilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

d) Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian keakurasian matematis dengan cara melakukan
penghitungan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa
Pasangan Peserla Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU
Nornor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur. Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

e) Telusuritransaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan penelusuran pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana
kampanye. Berdasarkan hasilpemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam hentuktunai
dilakukan melalui RKDK. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana



Kampanye Pese(a Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Br-rpati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

f) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas
pengeluaran Dana Kampanye.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian buKi pendukung dari
aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan hasilpemeriksaan, kamimenyimpulkan
bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam
PKPU Nomor 14 Tahun ?Q24 tentang Dana Kampanye Peserta Pernilihan Gubernur dan
WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikata dan WakilWalikate.

g) Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barangljasa untuk
memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat
transaksi tersebut dilakukan.

Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barangljasa
untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa
telah diukur dalam nilai waiar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. Kanni
menyimpulkan Fasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap $emua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Namer 14 Tahun 2024 tentang Dana l(ampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

h) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang
digunakan untuk membiayai saksi.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak
ada yang digunakan untuk membiayai sak*i. Berdasarkan hasil pengujian, kami
menyimpulkan Pasangan Feserta Pennilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nomar 14 Tahun 2S24 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan WakilGubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikcta dan WakilWalikota.

i) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang
melebihi pembatasan pengefuaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupatenlkota setempat.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pengujian ata* pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak
ada ]rang digunakan untuk membiayai saksi. Berdasarkan hasil pengujian, kami
menyimpulkan Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur
dalam PKPU Nsmor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Waliksta dan WakilWalikota.

j) Lakukan pemeriksaa* berdasarkan uji petik {sampling} terhadap kelengkapan dan kesahihan
buktipengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.



Tem uanlHasil Pemeriksaan

Kamitelah melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan
dan kesahihan buktipengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksipengeluaran kas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan
PATUH terhadap sernua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2Q24 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

k) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam
bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah meiakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan
investasidalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan. tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam
bisnis yang dilarang. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2S24 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
Wal ikota dan Wakil Walikota.

l) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan
fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas
milik negara" termasuk BUMNID, pemerintah pusat dan daerah.

Temuan/Hasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan
penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk
kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMNID, pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pengeluaran yang berkaitan dengan
hal tersebut di atas. Karni menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil \tValiksta.

m) Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap
aset tetap dan cocakan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon.

Tem uan/Hasil Pemeriksaan

Kami tidak melakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau meialui media
elektronik terhadap aset tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat pencatatan
terhadap aset tetap. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota.

n) Lakukan pemeriksaan atas p*mbayaran honorarium kepada pengurus Pasangan Calon dan
Periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.



TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium. Berdasarkan hasil
pemeriksaan. tidak ditemukan adanya pembayaran honorarium kepada Pengurus Pasangan
Calon. Kami menyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua
ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur den Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota.

o) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan
dan bandingkan anggaran/ rencananya fiika adai.

Temuan/Hasil Pemqriksaan

Kami telah melakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan
tujuan kegiatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeluaran dana kampanye telah sesuai
dengan tujuan kegiatan, naffiun tidak terdapat rencana anggaran yang dapat dibandingkan.
Kamimenyimpulkan bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan
yang diatur dalam PKPU N*nrcr 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, \AJalikota dan Wakil Walikota.

p) Lakukan pemeriksaan apakah jumlah pengeluaran dana kampanye melebihi batasan yang
ditentukan dalam keputusan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

TemuanlHasil Pemeriksaan

Kami telah melakukan parhitungan kembali terhadap jumlah pengeluaran dana kampanye,
apakah rnelebihi batas yang ditentukan berdasarkan keputusan pembatasan pengeluaran
dana kampanye yang dikeluarkan eleh KPU Kabupaten. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
pengeluaran dana kampanye tidakrnelebihibatas yang telah ditentukan. Karnimenyimpulkan
bahwa Pasangan Peserta Pemilihan PATUH terhadap semua ketentuan yang diatur dalam
PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Karnpanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriks*an, kami menyimpulkan Pasangan Peserta Pemiiihan PATUH
terhadap semua ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan \f'lakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakit Walikota"
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ASERSIATAS LAI'OltnN t'ENIlllMAAN OnN lrlN(iLL(Jrlt{nfl Ontln K(ltl'hll/}

PASANGAN CNLON t]UPN IIDAN WAKIL t}I],,N II

Kami yang bertanda langan di bawah ini:

1. Nama

Alamat

Nomor lnduk Kependudukan

Jabatan

2. Nama

Alamat

Nomor lnduk Kependudukan

Jabatan

Dengan ini menyatakan kepaluhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraluran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penelapan Peralvran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 lenlaog Pemilihan Gubemur. Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l4Tahun 2024 lenlang

Danal(ampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUIU

TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

A Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1 Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka

RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon

dan lerpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

Pasal 12 ayat (1) dan ayal (2)

Peraturan KPU Nomor 14

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupali dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan

Wakll Walikota

Patuh

EB oipinoai dengan CamScanner

; lr, l{. JOHN HENDRI , M.Si.

. Jl. RE. Marladinata, Kelurahan l aniung Kapuas, Kt:<:am;ttan Kapua';,
' Kabupaten sanggau

: 610301'19'12630003

: Calon Bupati

: USMAN, S.Sos., M.Si.

. Dusun Tani Jaya RTIRW: 001/001, Desa Pusat Damai, Kacamaun
' Parindu, Kabupaten Sanggau

: 610309101272O0O2

: Calon Wakil Bupati



UNSUR KEPAIUHNNNO HAL PEIIAIURAN TERKNIT

PATUH/
TIOAK

PATUH

1 2 3 4 5

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umunt dimulai sejak

pendaflaran Pasangan Calon sampai tlengan 1 {satu) Hari

sebelum masa KamPanYe ditnulai.

Pasal l2 ayal (7) Peraluran

KPU Nornor 14 lenlang Dana
Kampanye Pemrhhan Gubernur

tl;ln Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

c. Kami mernbuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor

RKDK kepada KPU Kabupaten.

Pasal 13 ayat (4) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana

Kampanye Pemilhan Gukremur

dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Paluh

2. Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang

berbentuk uang pada RKDK tedebih dahulu sebelum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Pasal 11 ayat (21 Peraluran

KPU Nomor 14 lentang Dana

Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

3 Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2
(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.

Pasal 15 ayat (3) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Eupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

b. Kami menyampaikan surat pemyataan penutupan

rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada

KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa

Kampanye.

Pasat 't5 ayat (6) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1 Muatan lnlormasi Kami menyusun LABK yang memuat informasi:

a. RKDK;

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber
perdehan;

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil
penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan

Kampanye apabila diterima sebelum periodepembukuan;

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan RKOK; 

,

e. Nomor pokok waiib pajak masing-masing p"rrng"n]
Calon: dan 

i

If. Bukti penerimaan dan pengoluaran yang dapat]
dlpertanggungiawabkan. 

I

Pasal 26 ayat (1) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang

Dana Kampanye Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Wallkota dan Wakil Walikota.

Patuh

E Dipindai dengan CamScanner
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L HAL UNSURKEPATUHANNO PERATURAN TERKAIT

PATUHI
TIDAK

PATUH

2I 3 4 5

a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang

dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu)

Han sebelum waktu penyampaian LADK.

Pasal 26 ayal {21 Peraluran

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur

dan Wakit Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil tf/alikota

Patuh

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari

pembukuan keuangan pribadi Pasangan

Calonlpengurus/ anggotalpersonel Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang

rnengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (6) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang
bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai

bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggung.jawabkan.

Pasal 21 ayal (71 Peraluran

KPU Nomor 14 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

Pembukuan

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Pasangan Calon.
Pasal 21 ayat (8) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

a. Kami menyampaikan IADK kepada KPU Kabupaten

dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang

diunggah melalui Sikadeka;

Pasal 3't ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan KPU Nomor 14

tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubemur dan Wakit
Gubemur. Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan
WakilWalikota

Patuh

b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Harisebelum masa
Kampanye, paling lambat pukul23.59 waktu setempat;

Pasal 31 ayat {2} Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur.

dan Wakil Bupatl, Serta
Walikola dan Wakil Walikota

Patuh

3 Penyampaian

Laporan

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan
I-ADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui
Sikadeka paling lambat 3 (tlga) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berila acara hasil pencermatan

dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu
setempal.

Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan KPU Nomor 14

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupali dan
Eupati, Serta Walikota dan

WakilWalikota

Patuh

4 a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri
atas:

1) FORMULIR 1 TAPORTqNAWALDANAKAMPANYE
(LADK);

2'l FORMULTR 2 DAFTAR PENER|MMT.I
SUMBANGAN DANA KAMPAT'IYE;

PatuhKelengkapan

EB oipinoai dengan Camscanner

2.
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PERATURAN TERI(AIT

PATUH/

TIDAK

PATUH
HAL UNSURKEPATUHANNO

4 52 31

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORL,IULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS

OAN PENGELUARAN OANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN

AWAL DANAIGMPANYE;

6) FORMULTR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

(LADK);

7) FORMULIR LOK-RELAWAN (apabila ada):

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus

Kampanye;

S) Surat Pemyataan Penyumbang dad Partai Politik:

10) Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11) Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukum

Swasla; dan

'12) Bukti{uKi transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau

memperbaiki dokumen LA9K dimaksud dengan

perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 L.APORAN AWAL DANA KAMPANYE

(i-ADK) PERBATT(AN;

2T FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 TAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

OAN PENGELIJARAN DANA IGMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG

DANA I(AMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTVITAS
OAN PENGELUARAN DANA

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
AWAL DANAI(AMPANYE;

6} FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA TGMPANYE

{LADK}:

7l Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus

Kampanye;

B) FORMULIR LDK REI-AWAN (apabila ada);

$l Surat Pemyalaan Penyumbang dari Parlai Politik;

l0) Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;

ll) Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan

I'iw;rsla: dan

GB oipinoai dengan Camscanner
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12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye {LPSDK}

1 Muatan lnformasi PatuhKami menyanrpaikan LPSDK dari penyutnbong kepada KPU

Kabupaten yang nremuat informasi;

a. RKDK

b. Jumlah sumbangan Dana Karnpanye;

c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;

d. ldentitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I ayat (3) dan ayat (4);

e. Nomor pokok waiib pajak masing-masing Pasangan
Calon;

f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan:
dan

g. Surat pemyataan penyumbang.

Pasal 28 ayal (21 Peraluran

KPU Nomorl4

lentang Dana Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur,Bupali dan

Wakil Bupati, Se(a Walikota

dan Wakil Watikota

a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan
yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan

LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian

LPSDK.

Pasal 28 ayat (3) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikcta

Patuh

b- Pembukuan Dana iGmpanye terpisah dari pembukuan

keuangan pribadi Pasangan

Calon/pengurudanggota/personel Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (6) Peraturan
KPU Nomor 14 tentiang Dana
lGmpanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang

bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai

bukti penerimaan dan pengeluaran yang

dipertanggun gjawabkan.

Pasal 21 ayat (7) Peraturan
KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemitihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

?. Pembukuan

d. Pembukuan Dana Xampanye menjadi tanggung jawab

Pasangan Calon.
Pasal 21 ayat (8) Peratsran
KPU Nomor 14 tentrang Dana
Kampanye Pemilihan

dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan \t{akil Walikota

Paluh

3. Penyampaian

Laporan
Pasal 32 ayat (l) dan ayat (2)

Peraturan KPU Nomor 14

tentang Dana
Pemilihan Gubemur dan \ffakil
Gubemur, Bupati dan Wakil

BupaU, Serta Walikota dan

WakilWaliksta

Patuha. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten
dengan mengidrnkan data dan dokumen LPSDK yang

diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan ladwal, paling

lambal pukul 23.59 waktu setempat-

GB nipinoai dengan Camscanner
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Pasal 32 ayat (4) Peraluran

KPU Nomor 14 tentang Dana

Kampanye Pemrl:han Gubemur

dan Wakrl Gubernur, Bupali

dan Wakrl Bupati, Serta

Walikota dan Yr'akii Walikota

Patuhb. Apabrla terdapat perbarkan. maka kami lnenyampaikan

LPSDK perbarkan kepada KPU Kabupalen melalui

Sikadeka palng lamtrat I {hari) }{ari sejak nrenerimalanda

pengembahan dart berrla acara hasd pencermatan dari

KPU Kabupalen. pa[ng lambat pukul 23.59 waktu

seiempal.

Kelengkapan rnenyanrpaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri

FORIIULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN

SUI\.IBANGAN OANA KAMPANYE (LPSDK};

FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SU[,tBANGAN DANA I(AMPANYE ;

FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS I.APORAN PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye;

Surat Pemyataan Penyumbang dari Parlai Politik:

Surat Pemyataan Penyumbang dari P"r.uorrngrn; 
i

Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hukuml

Swasta dan lampiran; dan

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi

pengeluaran

b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh

KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau

memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK

perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULTR I i-APORAN PENERTMAAN

SUMBANGAN DANA IfiMPANYE ILPSDK)
PEREAII(AN;

2') FORMULTR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DAi.IA IGMPANYE;

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN

SUMBANGAN OANA KAMPANYE (LPSOK)

PERBAIKAN;

4',t FORMULIR LOK-RELAWAN (apabita ada);

5) Salinan dan Rekenlng Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye:

6) Surat Pemyalaan Penyumbang dari Partai Politik;

7l Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;

8) Sural Pemyataar Penyumbang dad Badan Hukum

Swasta dan lampiran; dan

9) Buktilukti transaksl penerimaan dan transaksi

pengeluaran.

Kami

atas.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7',

8)

Patuh

GE nipinoai dengan CamScanner
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D Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LppDK)

PaluhPasal 30 ayat (1) Peraluran

Komisi Pemilhan Umum

Nomor 14 lentang Oana

Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota

Kami menyusun LPPDK yang memual informasi:

a. RKDK;

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

c. Saldo arval pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil

penerimaan sumbangan dan pengeluaran unluk kegiatan

Kampanye apabila diterima sebelum periodepembukuan;

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon

te.masuk sebelum pembukaan RKDK;

e. Nomor pokok wajib pajak masing-rnasing Pasangan

Calon;

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapal
dipertanggungjawabkan;

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK:
dan

Muatan lnformasi1

a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LADK dan ditufup pada saat masa

Kampanye berakhir.

Pasal 30 ayat (3) Peraturan

KPU Nomor 14 lenlang Dana
Kampanye Pemilihan

dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan

keuangan pribadi Pasangan

Cakrry'pengurus/anggota/personel Partai Politjk Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserla Pemilu yang

rnengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (6) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan

dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan t/[akil Walikota

Patuh

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang

bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai

buhi penerimaan dan pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 21 ayal (7) Peraturan
KPU Nomor ..-lentang Dana

Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur. Bupati
dan Wakil Bupati, Serta

Watikota dan Wakil Walikola

Paluh

Pembukuan2.

Patuhd. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab

Pasangan Calon.

Pasal 21 ayat (8) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana

lGmpanye Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

3. Penyampaian

Laporan

a. Kami rnenyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupalen
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang

diunggah melalut Sikadeka.

Pasal 33 ayat (1) dan ayat

Peraturan KPU Nomor 14

tentang Dana Kampanye

Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota

Paluh

EB oipinoai dengan CarnScanner
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b. Kami menyampaikan LPPDK pahng lambal 't (satu) hari

setelah masa Kanrpanye berakhir, paling lambat 23.59

waklu selempat.

Pasal 33 ayal (21 Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana

Kampanye Pemilrhan Gubemur
dan 'f/akil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati. Serta

Wahkota dan Vl akit Wallkota

Patuh

c. Apabila tendapat perbaikan, maka kami menyampaikan

LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui

Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerimatanda
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari

KPU Kabupaten. paling lambat pukul 23.59 waKu
setempat.

Pasal 33 ayat {5) Peraluran

KPU Nomor 14 lentang Dana

Kampanye Pemil.han Gubemur

dan Wakil Gubernr.,r, Bupati

dan Wakil Bupatr. Serta

Walikota dan Waktl Walikota

Patuh

4" Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri

atas:

1) FORMULTR 1 LAPORAN PENERTMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK};

2) FORMULTR 2 DAFTAR PENERTMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE:

3) FORMULTR 3 LAPORAN AKT|VITAS PENERTMAAN

OAN PENGELUARAN DANA IGMPANYE;

4} FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA I(AMPANYE;

5) FORMULTR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERTMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN I-APORAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;

6) FORMULTR 6 ASERST ATAS LAPORAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE (LPPDK);

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);

8) Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik;

9) Surat Pemyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pemyalaan Penyumbang dari Badan Hukum
Swasta dan lampiran: dan

1l ) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana

Kampanye;

12) Surat Pemyalaan dari Bank Umum
menyatakan bahwa rekening Pasangan Cabn
bersangkutan telah ditutup; dan

13) Bukli-bukli transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan
KPU Kabupaten, mak6 kami melengkapi dan/atau
memperbalki dokumen LPPDK dimaksud dengan
perbaikan yang terdiri atas:

GB OipinOai dengan CamScanner

Patuh
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1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPOK)

PERBAIKAN;

2'l FORMULTR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA TGMPANYE;

3} FORMULIR 3LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULTR 5 LAPORAN AKT|VTTAS PENERTMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
I(AMPANYE;

6} FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN ;

7| FORMULIR LDK-RELAWAN {apabila ada);

8) Surat Pemyataan Penyumbang dari Partai Politik;

9) Surat Pernyataan Penytrmbang dari Perseorangan; 
f

10) Surat Pemyataan Penyumbang dari Badan Hufcum]

Swasta dan lampiran; dan 
I

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Danal

Kampanye; 
I

12) Surat Pemyataan dari Bank Umum yansl
menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon]

bersangkutan telah ditutup; dan 
]

'13) Bukti{ukti transaksi penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

E Ketentuan Lainnya

1 Sumber

Kampanye

Dana Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk

Pasangan Calon yang diusulkan Partai Potitik atau

Gabungan Partai Politik)

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang lidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum

swasta.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan

KPU Nomor 14 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati. Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

2. Pernbatasanl

Kesesuaian

Sumbangan

Kami mematuhi iumlah maksimal batasan penerimaan

sumbangan yang mencakup uang. barang dan/ataujasayang
dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian

barang atau Jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi
secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK. dan
LPPDK. Rincian pembalasan maksimal sumbangan sebagai
berikut:

Pasal 9 ayat (1) dan aYat (2)

Peraturan KPU Nomor 14

tentang Dana KamPanYe

Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan

WakilWalikota

Patuh

EE oipinoai dengan Camscanner

2



HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURNN TERKAII

PATIJIU

I rt)AK

PAIUIt

1 2 3 4 I,l

a. Dana Kampanye ysng berasal dari pihak lain

perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh

puluh lima iuta rupiah) selama masa Kampanye.

b. Dana Karnpanye yang berasal dari badan hukum swasta

pating banyak Rp750.000.000,00 {tujuh ratus lima puluh

juta rupiah) selanra masa Kampanye.

3. Sumbangan yang

Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada

KPU Kabupaten; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling

lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye

berakhir-

Pasal 73 Peraluran KPU

Nomor 14 tenlang Dana

Kampanye Pemihhan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota

Patuh

4. Pengeluaran

Dana Kampanye

Kami mencatatdan membukukan seluruh pengeluaran Dana

Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye.
pernbayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai

berdasarkan harga pasar yang wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian

barang danl atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas
hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian

barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab

Pasangan Calon yang bersangkutan.

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai

saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan
penghitungan suara.

Patuh

NO

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

CALON BUPATI

(lr. H. JOHN HENDRI ,

SANGGAU, 24 November 2024

CALON WAKIL

USMAN, S.Sos., M.Si.)

GB nipincai dengan CamScanner
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A. FORMULIR 1 LAFoRAN PENERIMAAN DA}I PENGELUARAN DANA XAMPANYE
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PEM1LIHAH BUPATI DAN WAKIL BUPATT KABUPATEN SANGGAI.J

PASANGAN CALON BUPATI DAH WAKIL BUFATI

IR. H. JOHN HENDRI, M.SI.. USMAN, S.SOS.. M.S'.

L}PORAN FENERIMAAN DAI"I PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September I0Z4 #d 25 Ncvember 2024

NOMOR AKTMITAS
BINTUK DANA KAMPANYE

U,ANG (Rp) EARANG {Rp) JASA {Rp}
A1 Penerimasn sebelum periade

pembukuan
100,0c0 0 0

A2 Penerirnaan sumbangan

1 Pasangan Calan 0 176.S00.00s 482.2S0.000

2. Fartai Pclitik atau Gabungan partai
Politik

0 0 0

J. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10.000.000 0 0
4. Sumbangan Pifuak Lain Badan Hukum

$wasta
0 0 B

JUMTA'{ PENERIMAAN SUMBANGAI'I 1S.000.000 176.000.000 482.200.000

*-3 Penerirnaan Lain-Lain

1 Bunga Eank 0 0 0

JUMTAH PENERIMAAH IAIN-I.AIN 0 0 CI

4,4 Penerirnaan Earang Hasil Pembclian

I Pensdmaan Barang Hasil Fembsatan
Bahan/Design dan/atf,u Alat Peraga
Kamp*nye

0 0

I Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahaaltresign danlatau Alat
Peraga Kampany*

o 0 0

JUMLAH PENERIMAAI{ BARAI.IC
HA$IL PEMEELIAH

0 10.00s,00s 0

EB nipinc*ai d*ngan Camscan*er

I
I

10.000.000
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EENTUK OANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVfTAS

UANG iRp) JA$A {Rp}BARANG {Rp}

TOTAL FENERIMAAH 10.100.000 48?.?S0.000186.000,000

0Fengeluaran sebelum periode
gernbukuan

0 nB

Pengelu*ranFl 1

0 s 0Rapat Umum

00 U2. Pertemuan Terbatas

8.000_0000aJ.

04 PembuaianlProduksi lklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam
Jaringan

0 0

05. Pembualan BahanlDesign dan/atau Alat
Peraga Kampanye

10.000.000 s

€. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada
Umurn

n 00

7 Femasangan AIat Peraga KamPanYe s 158.00fl.000 0

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan KamPanYe dan Peraturan
Perundang-undangan

0 U

g. Pengeluaran LsinJain

a- Adrninistrasi Bank 5.000 0 s
b. Fembelian Aset 0 0 0

0 0

d. Pernbelian Perlengkapan Kantor 0 0

e. Pernbayaraa Utang Fembelian
Barang

n 0 s

f" Pengeluaran Lain $ s 48?.?0S.000

TOTAL PENGELUARAN 10.005.000 1?5.000.000 482.200.00s

c Utang

1 Utang F*mbelian Barang U al 0

D $aldo

1 Kas di Rekenicg Khu*us Dana
Kampa*ye

95.0CI0 0 0

2. Kas di Sendahara 0

3. Barang *ra&r^ 10.s00.0s0

{
SAFIGGAU.24 ber 2024

CALON WAK'L

{ USMAN , S.Sos-. M.Si.}{k. H. JOHit HENDRI, M.Si.}

GB *ipinrlai dengan CamS*anner

1.

0Pe*emuan TataP Muka dan Dialag

0

c. Pembelian Peralatan

0
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